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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian 

Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola 

Barang kepada Pengguna Barang, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 83); 

  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1586); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

20); 

  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, 

HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM 

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, 

DAN KEAMANAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN dalam hal ini Menteri 

Keuangan. 

3. Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya 

disebut Pengguna Barang adalah Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bertindak 

sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik 

Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan. 

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan 

BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang 

bersangkutan. 

6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 

7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang. 

8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pem 

4erintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari 

Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh 

penggantian. 

www.peraturan.go.id



2017, No.678 -4- 

9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik 

dan/atau kegunaan BMN. 

10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari 

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari 

pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola 

Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 

barang yang berada dalam penguasaannya. 

11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 2 

(1) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam 

Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 

Pengelola Barang kepada Pengguna Barang terhadap 

pengelolaan BMN; dan 

b. pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 

Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang 

terhadap pengelolaan BMN. 

(2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: 

a. Penggunaan; 

b. Pemindahtanganan; 

c. Pemusnahan; dan 

d. Penghapusan. 

(3) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: 

a. Penggunaan; 

b. Pemindahtanganan; 

c. Pemusnahan; 

d. Penghapusan; dan 

e. Penatausahaan.  
(4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a dan ayat (3) huruf a meliputi penetapan status 

Penggunaan dan Penggunaan sementara. 
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(5) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi Penjualan dan 

Hibah.  

 

BAB II 

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG 

DIDELEGASIKAN 

 

Pasal 3 

(1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh 

Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi: 

a. penetapan status Penggunaan BMN; 

b. pemberian persetujuan Penggunaan sementara 

BMN; 

c. pemberian persetujuan atas permohonan 

Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan 

Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada 

pada Pengguna Barang yang memerlukan 

persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat; 

d. pemberian persetujuan atas permohonan 

Pemusnahan BMN; dan 

e. pemberian persetujuan atas permohonan 

Penghapusan BMN. 

(2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan 

oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan selaku Pengguna Barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan BMN. 

(3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang 

didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

(4) Pengguna Barang tidak dapat meneruslimpahkan 

pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa 

Pengguna Barang. 
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